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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan globalisasi, muncul kekhawatiran akan  

pembangunan yang semakin pesat terus terjadi di berbagai negara. Sehingga muncul 

gagasan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan yang tidak merugikan bagi 

berbagai kalangan yang diimplementasikan kedalam program pembangunan berkelanjutan 

yang dikenal dengan MDGs (Millennium Development Goals). Program yang terdiri dari 8 

tujuan, terbagi dalam 18 target dengan 67 indikator ini menitikberatkan pada pengentasan 

kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan dengan pelaksanaan program MDGs yang 

terhitung dari tahun 2000-2015. MDGs mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan 

berbagai negara yang ingin menjadi lebih baik, namun tidak semua negara mampu 

menjalankan program ini dengan baik. Beberapa negara sangat kesulitan melaksanakan 

target dari MDGs ini karena kekurangan bantuan dari negara-negara maju. Sehingga pada 

akhir tahun 2015, banyak pihak yang menilai bahwa MDGs masih kurang berhasil 

mencapai target yang diharapkan (McArthur & Rasmussen, 2017). Adanya dua sisi 

angapan terkait berhasil dan tidak berhasilnya program MDGs ini memberikan negara-

negara anggota terdahulu mulai memikirkan dan merancang lagi agenda pembangunan 

baru yang mana digunakan untuk menggantikan program MDGs yang lebih baik lagi 

(Dianniar, 2016). Banyak pihak yang mengusulkan untuk agenda pembangunan 

selanjutnya ini lebih mengutamakan keberlanjutan dan kesetaraan. Agenda pembangunan 

yang diusahakan sebagai program pemenuhan kebutuhan tanpa mengurangi kemampuan 

dari generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Maka untuk 
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mewujudkan keinginan berbagai pihak ini dicetuskanlah SDGs (Sustainable Development 

Goals) (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Sustainable Development Goals atau sering disingkat SDGs menjadi program 

gagasan untuk dunia dalam  jangka panjang guna mewujudkan terciptanya kehidupan 

manusia yang lebih baik dalam segala aspek di masa depan terutama sumber daya dari 

setiap negara yang ada. Pembahasan pembaharuan program SDGs pertama kali dilakukan 

dalam The United Nation Conference on Sustainable Development atau Rio+20 yang 

dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 20-22 Juni 2012 (United Nations, n.d). 

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations 

Development Programme (UNDP) pada tahun 2015 disahkan sebagai kesepakatan 

pembangunan global, lebih tepatnya pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat yang disetujui oleh 193 negara 

anggota PBB didalamnya. Program yang direncanakan ini akan dilaksanakan mulai tahun  

2016 sampai tahun 2030 (INFID, 2017). 

SDGs merupakan perangkat tujuan yang telah disepakati dan berlaku bagi seluruh 

bangsa. SDGs ini memiliki 17 pilar atau tujuan yang dijabarkan kedalam 169 target serta 

ada 241 indikator yang menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan sampai 2030. 

Dengan jargon no one left behind yang berarti tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, 

menjadikan jargon ini sebuah prinsip yang utama dalam mewujudkan pelaksanaan SDGs 

ini. Dengan prinsip ini pula menjadikan SDGs bersifat universal atau berlaku bagi semua 

negara yang tergabung dalam PBB tanpa memandang itu sebagai negara maju, negara 

berkembang maupun negara miskin (Musri, 2020). 
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Kota merupakan pusat dari kegiatan manusia, baik berupa perdagangan, 

pendidikan, kegiatan sosial dan kebudayaan serta menjadi tempat pertumbuhan ekonomi. 

Dalam 17 pilar SDGs, melaksanakan pembangunan berkelanjutan, salah satu tujuan yang 

cukup penting adalah tujuan ke-11 SDGs, yaitu tentang mewujudkan Kota dan 

Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan (Sustainable Cities and 

Communities). Pembangunan kota yang terus dilakukan tidak jarang mengabaikan aspek 

berkelanjutan serta mengabaikan kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang terjaga 

(Trifita & Amaliyah, 2020). Pilar ke-11 SDGs memberikan prioritas dalam pembentukan 

kebijakan berupa panduan pembangunan yang berkelanjutan untuk 15 tahun kedepan 

sampai tahun 2030 (fitri & Kusuma, 2017). Target program SDGs pilar ke-11 terkait 

Membangun Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan ini adalah dalam hal ini 

berhubungan dengan pembangunan wilayah perkotaan. Harapannya pada tahun 2020 

pemerintah telah mampu secara substansi meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang 

telah mengadopsi serta mengimplementasi kebijakan dan rencana yang berintegritas 

terhadap efisiensi sumber daya. Pemerintah juga perlu memperhatikan iklim dan berupaya 

melakukan mitigasi perubahan iklim serta cara mengatasinya. Dalam hal penanggulangan 

bencana dan dampaknya, diperlukan mitigasi dan pertahanan terhadap bencana pada semua 

level, serta mampu mengembangkan kebijakan yang sejalan dengan The Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (sdgs2030indonesia, 2017).  

Indonesia salah satu negara anggota PBB ikut serta menyepakati program SDGs 

ini. Bersama dengan 192 negara lainnya, Indonesia mulai menjalankan program-program 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah Indonesia membuat 

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini sebagai komitmen dari Indonesia yang akan  
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turut serta menyukseskan program SDGs secara partisipatif (sdgIndonesia, 2017). Dalam 

MDGs terdahulu pun Indonesia telah melaksanakan kurang lebih 70% tujuan MDGs itu 

sendiri, sehingga dalam program SDGs ini Indonesia dapat dengan mudah untuk 

menyinkronkan program dengan kepentingan nasional dari Indonesia. Jika ditinjau dari 

keadaan demografi, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar dalam 

mengimplementasikan SDGs. Hal ini juga dibarengi dengan kerjasama antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) (INFID, 2017). 

Sejak disahkannya SDGs pada tahun 2015, Pemerintah daerah (Local Government) 

baik dalam tingkat kota atau kabupaten juga memiliki peran dalam melaksanakan 

pencapaian SDGs. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih memiliki kewenangan 

dalam menyediakan pelayanan publik dan kebijakan guna melaksanakan program 

pemerintah yang mendukung berlangsungnya SDGs. PBB juga telah mendorong adanya 

penyusunan Local Agenda 21 (LA21) sebagai upaya khusus untuk melaksanakan prinsip-

prinsip dan agenda pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah dengan dibantu United 

Nations Environment Programme (UNEP) serta didukung oleh UNDP. Peran pemerintah 

daerah secara internasional selalu dikatakan penting dalam upaya pembangunan 

berkelanjutan. Karena dalam upaya mewujudkan dunia yang maju, damai dan 

berkelanjutan ini, dibutuhkan peran pemerintah daerah secara aktif  dalam program ini, 

maka dibentuklah United Cities and Local Governments (UCLG) sebagai inisiatif puncak 

dari kerjasama kemitraan antar kota di dunia (Isnaeni, 2013).  

Partisipasi pemerintah daerah dalam tingkat internasional adalah sebagai aktor-

aktor sub-state. Hal ini memberikan jalan lebar bagi pemerintah daerah untuk menjalin 

kerja sama dengan dunia internasional selama masih sesuai dengan tujuan nasional dari 
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negaranya. Karena adanya potensi kerja sama yang terjalin, muncullah organisasi 

internasional sebagai wadah pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama, salah satunya 

adalah UCLG (United Cities and Local Governments) ini sebagai asosiasi pemerintah kota 

dan daerah yang ada di dunia ini yang telah diakui secara resmi oleh PBB (Anggreini, 

2020). 

UCLG juga telah dinominasikan oleh PBB sebagai anggota ke-10 dari United 

Nation Advisory Committee of Local Authorities (UNACLA). UNACLA sendiri 

merupakan lembaga penasihat formal dari otoritas lokal yang telah terafiliasi dengan PBB 

secara resmi. UCLG ini kemudian di berbagai kawasan semakin berkembang. Untuk 

kawasan Asia Pasifik sendiri UCLG dikenal dengan UCLG ASPAC (United Cities and 

Local Governments Asia Pacific) yang merupakan serikat perkotaan dan pemerintahan 

daerah kawasan Asia Pasifik. UCLG ASPAC merupakan gabungan dari UILA (Union of 

Local Authorities), UTO (United Town Organization), dan METROPOLIS (World 

Association of The Major Metropolises) yang didirikan tanggal 14 April 2004 tepatnya di 

Taipei (UCLG ASPAC, n.d). 

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang bersifat mengancam serta 

mengganggu keselamatan manusia yang disebabkan oleh faktor alam maupun tindakan 

manusia yang merusak alam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ancaman 

bencana alam yang sering terjadi baik berupa gunung meletus, gempa bumi, tsunami, 

banjir, angin puting beliung bahkan kemarau yang berakibat pada kebakaran lahan 

(Arimastuti, 2011). 

Indonesia menjadi negara dengan kepemilikan hutan tropis terluas ketiga di dunia. 

Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga 
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menjadikannya rentan dengan permasalahan terkait kebakaran hutan (Apriyansah, 2021). 

Indonesia banyak mengalami kebakaran hutan dan lahan, bahkan tercatat pada tahun 1982 

kebakaran hutan melanda kurang lebih sekitar 161.798 Ha lahan. Kemudian pada tahun 

2015 sampai tahun 2019 terjadi kebakaran hutan yang melanda sekitar 2.270.224,89 Ha 

(Finaldin & RyanDhani, 2021). Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan 

kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup sering terjadi bahkan hampir setiap 

tahunnya, terlebih ketika memasuki musim kemarau. Tahun 2015 dan tahun 2019 

merupakan catatan kebakaran hutan terparah, dengan total luas hutan dan lahan yang 

terbakar mencapai 1.011.773,97 Ha (Apriyansah, 2021). Akibatnya berbagai kerugian 

harus ditanggung negara. Bukan hanya kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber daya 

hutan, namun juga menyebabkan permasalah sosial ekonomi, kesehatan bahkan politik 

karena terjadi permasalahan internasional akibat meluasnya kabut asap hasil kebakaran 

hutan ke negara-negara tetangga yang juga menimbulkan kerugian. 

Permasalahan kebakaran hutan merupakan satu dari beberapa permasalahan daerah 

yang perlu diperhatikan dan diselesaikan secara global. Dalam upaya pengurangan risiko 

bencana yang terjadi di Indonesia dibutuhkan peran besar bukan hanya pemerintah negara 

terdampak namun juga keseluruhan negara. Dalam upaya ini perlu dilakukannya komitmen 

bersama yang kuat dalam menghadirkan tindakan prioritas menanggulangi risiko bencana 

sehingga dapat terwujudkan kawasan yang berkelanjutan. UCLG ASPAC menjadi wadah 

global dalam mendukung aktor-aktor subnasional dalam menjalankan tujuan serta target 

pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan adanya keanekaragaman peluang 

dan tantangan serta potensi yang ada di berbagai daerah. Selain itu, UCLG ASPAC juga 

menjadi jembatan program pemerintah daerah dalam menjalankan agenda dan mencapai 

tujuan yang bersifat universal serta terpadu. Di Indonesia, banyak pemerintah kota dan 
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daerah yang memutuskan bergabung dengan UCLG ASPAC, salah satunya adalah 

Kabupaten Musi Banyuasin (Anggreini, 2020). 

Penulis memilih Kabupaten Musi Banyuasin untuk diteliti karena dari Musi 

Banyuasin sendiri merupakan kabupaten yang cukup dikenal di Indonesia karena potensi 

alam dan perekonomian yang cukup menonjol dan bersaing dengan kabupaten besar di 

Indonesia lainnya. Besarnya potensi alam dan kondisi ekonomi dari Kabupaten Musi 

Banyuasin tidak dibarengi dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan 

Musi Banyuasin telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Musi Banyuasin Hijau. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan 

pembuktian nyata dalam mewujudkan pemenuhan target SDGs (BPK RI, n.d) 

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari 

Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas wilayah 14.265.96 km2 yang terbentang dari 1,3 

derajat sampai dengan 4 derajat Lintang Selatan dan 103 derajat sampai dengan 104,45 

derajat Bujur Timur. Wilayah yang berbatasan dengan Provinsi  Jambi di sebelah utara, 

Kabupaten Muara Enim di sebelah selatan, Kabupaten Musi Rawas di sebelah barat, dan di 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Dengan beribukota di Sekayu, 

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas 15 kecamatan yaitu Kecamatan Sekayu, Kecamatan 

Jirak Jaya, Kecamatan Sanga Desa, kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, 

kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lawang Wetan, 

Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Bayung 

Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Babat Supat, dan Kecamatan Lalan yang 

terbagi kedalam 236 Desa/Kelurahan (DisbunMuba, 2020). 
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Dengan jumlah penduduk sebanyak 622.206 jiwa pada sensus penduduk tahun 

2020. Sebagian penduduk Musi Banyuasin merupakan campuran antara Sekayu dan Jawa, 

hal ini dikarenakan adanya program transmigrasi sehingga banyak penduduk dari Pulau 

Jawa yang pindah ke Musi Banyuasin. Tidak hanya dihuni dua kelompok besar ini saja, 

banyak juga para perantauan dari berbagai daerah di Indonesia yang menempati Musi 

Banyuasin yang mengakibatkan bercampurnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Musi 

Banyuasin. Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mayoritas bermata pencaharian sebagai 

Buruh/karyawan/Pegawai dan sisanya merupakan petani. 

Musi Banyuasin dalam catatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 telah menjadi 

kabupaten terkaya di Provinsi Sumatera Selatan dan berada di urutan keenam di Indonesia 

karena potensi sumber daya alam (SDA) (Roostartina, 2013). Banyak komoditi pertanian 

dan perkebunan unggulan berada di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti karet, sawit, 

kelapa, kopi, dan gambir. Selain komoditi perkebunan, potensi alam kabupaten Musi 

Banyuasin juga melimpah di bidang migas seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Musi Banyuasin juga cukup 

baik dengan penduduk umur produktif yang berimbang antara laki-laki dan perempuan 

(Lingkar Temu Kabupaten Lestari, 2020).  

Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2010 mulai 

dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi bahkan hingga saat ini. Perencanaan 

pembangunan infrastruktur sebagai pendukung mobilisasi kehidupan dan juga mendorong 

perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin terus dilakukan seperti perbaikan jalan raya 

antar kabupaten, hingga perencanaan pembangunan jalan tol. Pengembangan 

pembangunan ini bertujuan untuk semakin mengembangkan potensi yang ada di Musi 

Banyuasin dan Indonesia (Lingkar Temu Kabupaten Lestari, 2020). Dalam pelaksanaan 
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pembangunan baik dalam infrastruktur maupun perkebunan dan pertanian, Kabupaten 

Musi Banyuasin belum maksimal dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan yang 

tetap menjaga keberlangsungan lingkungan. Sehingga, pada saat terjadinya bencana 

kebakaran hutan pada tahun 2019 lalu yang membuat kerugian cukup besar menjadi alasan 

utama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai memperhatikan pentingnya 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan 

(Meiriando, Kerjasama Kabupaten Musi Banyuasin dan UCLG ASPAC, 2022). Mengikuti 

peraturan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Musi Banyuasin juga ikut andil menjalankan 

dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan program-program 

Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai upaya mendorong kemajuan 

perdagangan dan produktivitas wilayah, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  

memperluas jaringan kerja sama dengan daerah lain (Lingkar Temu Kabupaten Lestari, 

2020). 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan ini Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada masing-masing 

Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan menjalin kerja sama 

baik secara nasional maupun internasional yang sesuai dengan kepentingan nasional 

Republik Indonesia. Mengingat permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang juga 

menimbulkan permasalahan lingkungan bahkan politis, dan juga sejalan dengan 

kepentingan dari Kabupaten Musi Banyuasin dan memperhatikan kepentingan nasional 

Indonesia, Pemerintah Musi Banyuasin memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan 
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United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) sebagai bentuk 

dukungan dan juga upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Setelah 

mendaftarkan diri dan melalui seleksi peninjauan dari pihak UCLG ASPAC, pada 16 Juni 

2021 diputuskan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin diterima sebagai anggota UCLG 

ASPAC dan selanjutnya pada 29 September 2021 dalam agenda Executive Bureau 

Kongres UCLG ASPAC ke-8  juga dilaksanakan peresmian penerimaan Kabupaten Musi 

Banyuasin sebagai bagian anggota dari UCLG ASPAC (Meiriando, Kerjasama Kabupaten 

Musi Banyuasin dan UCLG ASPAC, 2022). Kerja sama ini juga dijadikan sebagai 

jembatan bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk bekerjasama menghadapi permasalahan-

permasalahan terkait lingkungan dan juga untuk dapat aktif di pergaulan dunia 

internasional sebagai kabupaten yang memiliki potensi tinggi di Indonesia namun tetap 

berupaya menjaga kelangsungan lingkungan dengan menjalankan tujuan pembangunan 

berkelanjutan terlebih program SDGs pilar ke 11 tentang kota dan komunitas yang 

berkelanjutan (Meiriando, Kerjasama Kabupaten Musi Banyuasin dan UCLG ASPAC, 

2022). 

Sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab menghimpun dan menjadi 

pedoman para anggotanya dalam melakukan kebijakan dan tindakan agar tercapai tujuan 

bersama, UCLG ASPAC perlu memberikan pengarahan terhadap anggotanya. Terlebih  

kabupaten Musi Banyuasin sebagai anggota baru memerlukan berbagai pembelajaran agar 

dapat secara maksimal mewujudkan terbentuknya kota berkelanjutan dalam kebijakan 

yang akan dikeluarkan serta tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

Musi Banyuasin. 

Kemudian dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan mengenai 

peranan dari UCLG ASPAC telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam 
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negeri Indonesia. Penelitian-penelitian peran UCLG ASPAC di Indonesia tersebut hanya 

dilakukan terhadap beberapa provinsi dan kabupaten besar yang ada di Pulau Jawa saja, 

seperti DKI Jakarta dan Surabaya yang mana merupakan termasuk dalam kota besar dan 

maju (Trifita & Amaliyah, 2020;Anggreini, 2020;Rahmania,dkk, 2020). Penelitian 

mengenai kerja sama antara UCLG ASPAC dan pemerintah daerah diluar Pulau Jawa 

sangat kurang dan sulit ditemukan. Padahal pemerintah daerah yang bergabung dan bekerja 

sama dengan UCLG ASPAC cukup banyak, terlebih di Pulau Sumatera. Berbagai provinsi 

dan kabupaten di Pulau Sumatera sudah mulai aktif mengadakan jalinan kerja sama, 

terlebih pemerintah daerah lingkup kabupaten masih sangat membutuhkan peranan banyak 

pihak dalam membantu permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

United Cities and Local Government Asia Pacific dalam Mewujudkan 

Sustainable Development Goals  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

Bagaimana Peran United Cities and Local Government Asia Pacific dalam 

membantu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan program 

Sustainable Development Goals ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai peneliti berupa mengidentifikasi 

bagaimana peran UCLG ASPAC dalam membantu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

dalam mewujudkan program SDGs poin ke 11, Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Dalam 

penelitian ini juga ditujukan untuk menjelaskan apa saja kebijakan yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tujuan pembangunan 

berkelanjutan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat secara teoritis 

sebagai bentuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai UCLG 

ASPAC dan perannya bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan berkelanjutan target ke 11 tentang Kota dan Komunitas Berkelanjutan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penulis berharap adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat 

baik bagi penulis, kalangan akademis maupun para peneliti selanjutnya guna mengetahui 

lebih lanjut peranan UCLG ASPAC dalam membantu mewujudkan program-program 

SDGs di Kabupaten Musi Banyuasin terhadap adanya tujuan pembangunan berkelanjutan 

target ke 11. Hingga pada akhir dari penelitian ini adalah mampu menambah informasi dan 

wawasan kepada berbagai pihak. 
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